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ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PADA PT CGD

ABSTRAK
Ni Made Mutiara Pratiwi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan
Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT CGD dalam hal ini tentang
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final
Pasal 4 ayat 2 yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan PP No. 40 Tahun
2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa PT CGD berada dalam kualifikasi usaha kecil dengan tarif
2% untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Untuk
pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai tarif pajak yang digunakan belum
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu sebesar 2% sesuai dengan
Sertifikat Badan Usaha yang PT CGD miliki. Hal tersebut mengakibatkan
perhitungan dan pemotongan yang diterapkan PT CGD keliru dan tidak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan yang
dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku namun
menimbulkan adanya lebih bayar sebesar Rp20.749.583,00.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Jasa
Konstruksi.



ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX
CALCULATIONS, WITHDRAWAL, DEPOSITS AND REPORTING INCOME
TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 ON CONSTRUCTION SERVICES
BUSINESS AT PT CGD

ABSTRACT
Ni Made Mutiara Pratiw

This study aims to analyze the application of Final Income Tax Article 4
paragraph 2 to the construction services business at PT CGD in this case
concerning the calculation, withholding, depositing and reporting of Final
Income Tax Article 4 paragraph 2 which is adjusted to the tax regulations PP No.
40 of 2009 and PMK No. 153 / PMK.03 / 2009. The analysis method used in this
study is a qualitative descriptive method. The results showed that PT CGD is in
the qualification of small businesses with a rate of 2% for Income Tax Article 4
paragraph 2 on construction service businesses. For the implementation of tax
obligations regarding the tax rate used has not been in accordance with the
applicable tax provisions, which is 2% in accordance with the Business Entity
Certificate that PT CGD has. This resulted in incorrect calculations and
deductions applied by PT CGD and not in accordance with applicable tax
regulations. The deposits and reporting carried out are in accordance with
applicable tax regulations but cause an overpayment of IDR 20,749,583.00.

Keywords: Final Income Tax, Income Tax Article 4 Paragraph 2, Construction
Services.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan
kesejahteraan dan kemandirian dalam berbagai sektor bagi suatu negara.
Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan perekonomian yaitu
dengan menggali sumber pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan sumber
utama pendapatan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara. Pajak sangatlah penting bagi perkembangan dan
pendapatan suatu negara karena hasil pajak tersebut dapat dipergunakan
dalam hal membangun infrastruktur negara seperti membangun jalan,
jembatan, sekolah, gedung serta kepentingan negara lainnya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009). Serta yang menjadi subjek
pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Dari sekian
banyak wajib pajak, jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak
sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang
pembangunan demi peningkatan sarana prasarana.

Jasa konstruksi memiliki peran dalam proses perkembangan

perekonomian di Indonesia, maka perlu adanya penerapan akuntansi



perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak.
Adanya pengenaan tarif yang berbeda antara para pelaku konstruksi yang
harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 40 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan (PP) Indonesia Nomor
51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No0.153/PMK/2009 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
(PMK) No0.187/PMK/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan
penatausahaan pajak penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
Selain itu untuk tarif yang dikenakan juga harus dilihat berdasarkan
kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut.
Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah pajak penghasilan
(PPh). Peranan Pajak Penghasilan (PPh) dalam kegiatan usaha memberikan
banyak keuntungan bagi negara. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan
pada perusahaan konstruksi merupakan PPh Final Pasal 4 ayat 2. PPh Final
merupakan pajak yang langsung dibayar secara utuh ketika pengusaha
menerima penghasilan. Besaran tarif yang harus dibayarkan oleh perusahaan
di bidang jasa konstruksi tergantung pada kualifikasi atau besar usaha. Tarif
PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dikenai tarif 2%, bagi
pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha dikenai tarif 4%, bagi pelaksanaan konstruksi yang

dilakukan oleh penyedia jasa usaha menengah dan besar dikenai tarif 3%,



bagi perencana konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif 4%, serta bagi
perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif 6%. Nilai
pajak penghasilan bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
dari usaha jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif pajak yang akan
dikenakan.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pajak
penghasilan jasa konstruksi dikarenakan melihat dari fenomena saat ini
dimana sektor konstruksi sedang mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penerimaan seluruh sektor
usaha tercatat positif hingga tahun 2022 ini, termasuk sektor konstruksi.
Sektor konstruksi tercatat tumbuh 21,2%, meningkat dibandingkan periode
yang sama tahun lalu yang minus sampai 18,3%. Bahkan sektor konstruksi
pada April 2022 tumbuh hingga mencapai 4,9%. Pernyataan tersebut semakin
mendukung untuk melakukan penelitian di bidang ini. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi PT CGD yang merupakan
perusahaan pelaksana jasa konstruksi serta sudah memiliki Sertifikat Badan
Usaha (SBU) dan didalamnya menyatakan bahwa PT CGD masuk kedalam
kualifikasi usaha kecil dan dikenakan tarif pajak sebesar 2%. Namun dalam
pelaksanaannya, PT CGD masih mengalami kendala dalam menentukan tarif
pajak dikarenakan adanya peningkatan kekayaan bersih perusahaan yang

mengakibatkan kebingungan dalam penggunaan tarif pajak yang sesuai.



1.2

1.3

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan penelitian mengenai “Analisis
Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada

PT CGD”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, maka perumusan
masalah yang akan dibahas penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan
perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT CGD?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini
mempunyai tujuan Yyaitu untuk mengetahui penerapan perhitungan,
pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas

usaha jasa konstruski pada PT CGD.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Proses penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk
dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini ke dalam
penelitian, serta dapat menambah wawasan tentang penerapan PPh Final
Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi.
2. Bagi Politeknik Negeri Bali
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
baik dan dapat dijadikan referensi bahan bacaan untuk menambah

wawasan mengenai PPh final Pasal 4 ayat 2 dan bagi mahasiswa



Politeknik Negeri Bali, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
perbandingan atau pengembangan penelitian selanjutnya dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya
mengenai PPh Final Pasal 4 ayat 2.
Bagi PT CGD

Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi
maupun masukan dalam pengambilan keputusan Penerapan PPh Final
Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada PT CGD dan dapat
dipergunakan sebagai acuan untuk perbaikan peningkatan perusahaan di

kemudian hari.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak
penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT CGD, maka
dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT CGD yang dilakukan oleh penyedia
jasa belum sesuai dengan ketentuan perpajakan PP No. 40 Tahun 2009 dan
PMK No. 153/PMK.03/2009. Dengan Sertifikat Badan Usaha kualifikasi
usaha kecil yang dimiliki, seharusnya PT CGD dikenakan tarif sebesar 2%
selama masih berlakunya masa SBU yang dimiliki, yakni bulan November
2022. Namun, dalam penerapan yang dilakukan PT CGD menggunakan tarif
pajak kualifikasi usaha menengah sebesar 3%.

Ketikdaksesauian tersebut mengakibatkan PT CGD menanggung
selisih tarif 1% dari penerapan tarif pajak yang dilakukan. Sedangkan untuk
perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh pengguna jasa sudah
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan
pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT CGD yang
dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa sudah sesuai dengan
ketentuan perpajakan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No.
153/PMK.03/2009. Namun dikarenakan adanya kesalahan dalam penerapan
tarif pajak mengakibatkan terjadinya lebih bayar sebesar Rp20.749.583,00.

Lebih bayar tersebut dapat dipindahbukukan dengan mengajukan

55



Permohonan Pemindahbukuan untuk kompensasi pajak kedepannya maupun

pajak terutang lainnya atau bisa dikembalikan kepada wajib pajak dengan

penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak).

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan diatas adapun saran-saran yang dapat diberikan
sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT CGD menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan
kualifikasi Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki selama masih
berlakunya masa Sertifikat Badan Usaha tersebut.

2. Segera memperbaharui Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki setelah
masa berlakunya habis, karena kekayaan bersih yang dimiliki PT CGD
sudah melewati batas kualifikasi usaha kecil.

3. Melakukan pengajuan Permohonan Pemindahbukuan terhadap Lebih
Bayar yang terjadi agar dapat dikompensasikan untuk pajak terutang
milik wajib pajak maupun untuk utang pajak kedepannya. PT CGD juga
bisa mengajukan restitusi untuk menerima kembali Lebih Bayar tersebut
melalui penerbitan SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak).
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Lampiran 1. Faktur Pajak 1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT CGD
Alamat :
NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: MR. B
Alamat :
NPWP :

Harga Jual/Penggantian/lUang

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Muka/Termin

Termyn XI untuk Pekerjaan Struktur Rumah Tinggal
1 91.126.909,00
Rp 91.126.909 x 1

- Harga Jual / Penggantian 91.126.909,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 91.126.909,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 9.112.691,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesual dengan yang bertaku, D Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak inl telah ditandatangani
secara tidak tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

DENPASAR, § Februari 2022

PT CGD

PEMBERTANUAN: Faktur Pajak inl telah dilsporkan ke Direkdort sjak i 1 da 1
pajaban Fektur Pajak yang tdak sesual
13 ayat (9)

sosual dengan Pasal 14 eyst (4) UU KUP
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Lampiran 2. Bukti Bayar 1




Lampiran 3. Faktur Pajak 2

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama: PT CGD
Alamat :
NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: MR. B
Alamat :
NPWP :
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harge ngfmmaww
Tagihan IT untuk Pekerjaan Arsitektur dan Finfshing Rumah Tinggal
1 W 454.545.455,00
Rp 454.545.455x 1
-Harga Jual / Penggantian 454.545.455,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 454.545.455,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 45.454.546,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesual dengan ketentuan yang beriaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak inl telah ditandatangani
secara tidak

tanda tangan basah pada Faktur Pajak inl.

DENPASAR, 5 Februari 2022

PT CGD

Faktur Pajok ajak yong tidak sesul

sasunl dorgan Pasal 14 ayst (4) UU KUP
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Lampiran 4. Bukti Bayar 2
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Lampiran 5. Faktur Pajak 3

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama: PT CGD
Alamat :
NPWP :

Pembell Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama:"'MR.C
Alamat : |
NPWP :
No. : Harga Jual/Penggantian/Uang
Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Muka/Termin
Termyn Il untuk Pekerjaan ME & P Proyek Rumah Tinggal Beball,
1 473.933.880,00
_Rp 473.933.880x1_
¢ ‘arga Jual / Penggantian 473.933.880,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangl Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 473.933.880,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 47.393.388,00
0,00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Sesual dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak Inl telah ditandatangani

secara elektronik sehinana tidak diperfukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak inl.

DENPASAR, 12 Februari 2022

PT CGD

dongen
sosual dangan Pasel 14 ayat (4) UU KUP

darl 1
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Lampiran 6. Bukti Bayar 3




Lampiran 7. Faktur Pajak 4

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama: | PT CGD
Alamat :
NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama:MR.C

Alamat :

NPWP :

Harga Jual/Penggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Muka/Termin
Termyn VI untuk Pekerjaan Strukiur, Arsitekiur & Sparing MEP Proyek
1 Rumah Tinggal Bebali 153.422.100,00
|_Rp 153.422.100x1

‘arga Jual / Penggantian 153.422.100,00
Dikurangi Potongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka 0,00
Dasar Pengenaan Pajak 153.422.100,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 15.342.210,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00

Sesual dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak inl telah ditandatangan!
secara elektronik sehinoga tidak diperiukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak inl.

DENPASAR, 12 Februari 2022

wosual dengen Pasal 14 ayst (4) UU KUP
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Lampiran 8. Bukti Bayar 4




Lampiran 9. Faktur Pajak 5

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : |

Pengusaha Kena Pajak

Nema:PTCGD
Aamat:l
NPWP £

Pembell Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

NPWP i==ee—crerr

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

a Jual/Penggantian/Uang
No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Hey Muka/Termin

T T Pakerjaan Baja, Finishing, Rack HIdroponik & MEP, ProyeK

1 G:mn Ho:l:?( . 901.929.927,00

Rp 901.929.927 x1

, “arga Jual / Penggantian 901.929.927,00

Dikurangi Potongan Harga 0,00

Dikurangi Uang Muka 0,00

Dasar Pengenaan Pajak 901.929.927,00

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 90.192.993,00

0,00

MWWMMWWMWWF&MHMW

secara eloktronik sehinaaa tidak diperiukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak inl.

DENPASAR, 14 Februari 2022

sosual dengan Passl 14 ayat (4) LU KUP
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Lampiran 10. Bukti Bayar 5
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Lampiran 11. Bukti Pemotongan PPh Final




Lampiran 12. Sertifikat Badan Usaha

e el
P
i K\s\, LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI B
e LPJK Canstruction Services Development Board of Indonesia "
B SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUIKKSI j
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Peng Jasa ksi it b
&t bahwa : 1
i" Nama Badan Usaha : PTCGD .
! 2 Nama Pimpinan / PJBU 3 L
v Alamat Badan Usaha :
g Kabupaten / Kota : Kota Denpasar Kode Pos
Provinsi : Bali {
No. Telepon 3 Fax R i }
E-mail H 'l &
NPWP H "o
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi o
Sifat Usaha + Umum ¢
Bersih *: Rp. 308,000,000
[No Reg :
memiliki k i dan untuk sesuai dengan Klasifikasi dan kualifikasi

[
sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.
Sertifikat Ini diterbitkan pada tanggal 26 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2022 dengan disertai kewajiban
untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 Mei 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat
tanggal 25 Mei 2022,

Ditetapkan di :Denpasar

Pada tanggal :26 November 2019

Lembaga P Jasa
Provinsi Ball
Badan Pelaksana
Manajer Eksekutif

Ir. | Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc
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(Lanjutan)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : PT CGD
Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunon Gedung
Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil

Anggota Ascslasi : GAPENSI
Kede I Xemampuan Dasar
No | Subkualifikasi | Subklasifika: Subklasifikesi
a.s g T Tahun Nilal (juta Rp)
1 Kl BGOO1 Jasa Pelak Untuk I Bang Hunlan Tunggal dan Koppel =
2 K1 BGO06  |Jasa Pelaksana Untuk K ksi B. Hotel, R dan Bang Serupa Lainnya - =

| Wayan Adnyana, SH
KETUA UMUM




